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Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan

dengan menggunakan dana dan daya yang

minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran

dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan

dana yang telah ditetapkan untuk mencapai

hasil dan sasaran dengan kualitas yang

maksimum.

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan
serta memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya.

Efektif = Tepat sasaran.

Efektifitas adalah :
suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh
target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah
tercapai.

Makin besar presentase target yang dicapai,
makin tinggi efektifitasnya.
Efektifitas = Output Aktual / Output Target ≥ 1
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Semua ketentuan dan informasi mengenai

Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat

diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa

yang berminat serta oleh masyarakat pada

umumnya.

Transparansi dapat dicapai jika informasi dapat

diakses secara luas melalui website.

Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua

Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persya-

ratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang jelas.

Terbuka ≈ Persaingan Bebas.
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Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui

persaingan yang sehat diantara sebanyak

mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan

memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh

Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif

dan tidak ada intervensi yang mengganggu

terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan

Barang/Jasa.

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua

calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah

untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu,

dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
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Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga

dapat dipertanggungjawabkan (dalam jangka

waktu yang relatif lama).

1. Melaksanakan tugas scr tertib & tanggung jawab

2. Bekerja scr profesional & mandiri.

3. Tidak saling mempengaruhi.

4. Menerima & bertanggung jawab atas keputusan 
yg ditetapkan.

5. Menghindari pertentangan kepentingan

6. Menghindari pemborosan.

7. Menghindari penyalahgunaan wewenang.

8. Tidak menerima/memberi hadiah, imbalan, 
komisi, rabat.
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1. Perencanaan Pengadaan

• Mark up anggaran.

• Rencana pengadaan yang diarahkan.

• Rekayasa pemaketan untuk KKN.

• Penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis. 

2. Kinerja Pokja ULP

• Pokja tidak transparan.

• Integritas Pokja lemah.

• Pokja yang “memihak”.

• Pokja tidak independen. 
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3. Penyusunan HPS

• Gambaran nilai HPS ditutup-tutupi.

• Mark up HPS.

• Harga dasar yang tidak standar (utk KKN).

• Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan. 

4. Penyusunan Dokumen Pengadaan

• Spesifikasi yang diarahkan.

• Rekayasa kriteria evaluasi.

• Dokumen Pengadaan non standar.

• Dokumen Pengadaan tidak lengkap. 
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5. Pengumuman Lelang (Non e-proc)

• Pengumuman lelang semu (fiktif).

• Jangka waktu pengumuman terlalu singkat.

• Pengumuman lelang tidak lengkap. 

6. Pengambilan Dokumen Pengadaan (Non e-proc)

• Dokumen Lelang yang diserahkan tidak sama 

(inkonsisten).

• Waktu pendistribusian dokumen terbatas.

• Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari. 
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7. Pemasukan Dokumen Penawaran

• Dokumen administratif tidak memenuhi syarat.

• Dokumen administratif “ASPAL”.

• Legalisasi dokumen tidak dilakukan. 

8. Rapat Penjelasan (Non e-proc)

• Pre Bid meeting yang terbatas.

• Informasi dan deskripsi terbatas.

• Penjelasan yang kontroversial. 
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9. Penyerahan & pembukaan penawaran (Non e-proc)

• Relokasi tempat penyerahan Dokumen 
Penawaran.

• Penerimaan Dokumen Penawaran yang 
terlambat.

• Penyerahan dokumen fiktif.

• Ketidaklengkapan Dokumen Penawaran dan 
boleh disusulkan. 

10. Evaluasi penawaran

• Kriteria evaluasi cacat.

• Penggantian dokumen.

• Evaluasi tertutup dan tersembunyi.

• Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi. 
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11. Pengumuman pemenang (Non e-proc)

• Pengumuman sangat terbatas.

• Tanggal pengumuman sengaja ditunda tanpa 

alasan jelas.

• Pengumuman yang tidak informatif. 

12. Sanggahan

• Tidak seluruh sanggahan ditanggapi.

• Substansi sanggahan tidak ditanggapi.

• Sanggahan proforma untuk menghindari 

tuduhan tender diatur.

• Panitia kurang independen dan akuntabel. 
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13. Penunjukan pemenang

• Surat Penunjukan tidak lengkap.

• Surat Penunjukan sengaja ditunda 

pengeluarannya.

• Surat Penunjukan dikeluarkan dengan terburu-

buru.

• Surat Penunjukan yang tidak sah. 

14. Penandatanganan Kontrak

• Penandatanganan Kontrak yang kolutif.

• Penandatanganan Kontrak yang ditunda-tunda.

• Penandatanganan Kontrak tanpa 

diperiksa/diteliti terlebih dulu.

• Penandatanganan Kontrak tidak sah. 
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15. Penyerahan Barang

• Barang tidak sesuai spesifikasi.

• Pemenang lelang mensub-kontrakkan 

pekerjaan.

• Volume barang tidak sesuai dengan yang 

tertulis di Dokumen Lelang.

• Jaminan pasca jual palsu. 

1. Sanksi Administratif

2. Daftar Hitam

3. Sanksi perdata : ganti rugi

4. Sanksi pidana
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1. Proses pengadaan dapat menciptakan 

iklim atau suasana persaingan yang sehat. 

a. Sanksi 

perdata

2. Proses pengadaan dapat dipertanggung-

jawabkan sesuai ketentuan dan aturan 

hukum yang berlaku 

b. Etika 

pengadaan

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung 

maupun tidak langsung yang berakibat 

terjadinya persaingan tidak sehat. 

c. Bersaing

4. Penyedia Barang/Jasa yang tidak 

memenuhi kesepakatan didalam kontrak. 

d. Sanksi 

pidana

5. Mark up anggaran pengadaan Pengadaan 

Barang/Jasa 

e. Akuntabel

6. Spesifikasi barang yang diarahkan atau menyebut-

kan suatu merek pada barang yang diadakan tanpa 

disertai dengan kata “setara” atau “sekualitas”. 

f. Transparan

7. Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua 

Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyarat-

an/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang jelas. 

g.Etika 

pengadaan

8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak 

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, 

imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau 

kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga 

berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

h.Penyimpang-

an (pemasuk-

an Dokumen)

9. Semua ketentuan dan informasi mengenai Penga-

daan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketa-

hui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang 

berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

i. Terbuka

10. Melakukan rekayasa pada persyaratan administratif 

seperti tanda tangan palsu didalam Dokumen 

Penawaran sehingga kelihatan seperti asli.

j. Penyimpang-

an (penyusun-

an Dokumen)


